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ABSTRAK 

Mutu pelayanan kesehatan diukur dengan 3 komponen 

yaitu input (SDM, Infrastruktur,) proses (kehandalan) 

serta output (hasil produk yang dihasilkan). Apabila 

capaian program tidak mencapai target maka kualitas 

pelayanan puskesmas dapat diragukan. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui capaian program dengan tingkat 

akreditasi  puskesmas. Penelitian menggunakan metode 

deskriptif analitik dengan desain cross sectional, dengan 

menggunakan data sekunder program essensial gizi. 

Adapun populasi dan sampel yaitu semua puskesmas yang 

ada di Provinsi Aceh yang yang terakreditasi maupun 

yang belum terakreditasi, pengumpulan data dilakukan di 

bagian promgram dan data Dinas Kesehatan Aceh dan uji 

statistik yang digunakan chi square dan odd ratio dengan 

menggunakan STATA 13. Hasil penelitian menunjukkan, 

bahwa anak gizi buruk yang mendapatakan perawatan 

dengan capaian rendah, balita ditimbang dengan capaian 

rendah dan kasus BBLR rendah ada hubungan denga 

tingkat akreditasi (nilai p <0,05). Kesimpulan, beberapa 

program gizi yang berkaitan dengan akreditasi puskesmas 

yaitu anak gizi buruk mendapat perawatan, BBLR, dan 

penimbangan balita. Sedangkan capaian program gizi 

lainnya tidak menunjukkan hubungan dengan akreditasi 

puskesmas. Saran, untuk menciptakan pelayanan yang 

prima dan berkualitas, puskemas harus mampu 

meningkatkan capaian program sesuai target Pemerintah 

baik sesuai dengan salah indikator yaitu Rencana strategi 

(renstra) dan Standar Pelayanan Maksimun (SPM).  

 

Keywords : Akreditasi, capaian program gizi, puskesmas 

 

ABSTRACT 

The quality of health services is measured by 3 

components, namely input (HR, Infrastructure,) process 

(reliability) and output (product results). If the program's 

achievements do not reach the target, the quality of 
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primary health care services can be doubted. The research 

objective is to determine the achievements of the program 

with the level of accreditation of health centers. The study 

uses a descriptive-analytic method with a cross-sectional 

design, using secondary data essential nutrition programs. 

The population and sample are all primary health care in 

Aceh Province that are accredited or not accredited, data 

collection is carried out in the program and data section 

of the Aceh Health Office and the statistical tests used are 

chi-square and odds ratio using STATA 13 software. The 

results of the study indicate, that malnutrition that receives 

care with low performance, children under five are 

weighed with low performance and low LBW cases have a 

relationship with the level of accreditation (p-value 

<0,05). In conclusion, several nutrition programs related 

to primary health care accreditation are malnourished 

children receiving treatment, LBW, and weighing under 

five. While the achievements of other nutrition programs 

do not show a relationship with the accreditation of 

primary health care. Suggestions, to create excellently and 

quality service, the health center must be able to improve 

program achievements according to the Government's 

target either in accordance with one of the indicators 

namely the strategic plan and health indicators. 

 

Keyword: Accreditation, nutrition program, primary 

health care 

 

 

PENDAHULUAN 

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi 

fungsional dan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat bersifat menyeluruh, terpadu, merata 

dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat 

dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi tepat guna dan 

menjadi upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama (primary health care), dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.1 

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat 

pertama yang memiliki tanggung jawab dalam 

menyediakan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat melalui penyelenggaraan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan.2 

Layanan kesehatan yang bermutu 

merupakan layanan kesehatan yang selalu 

berupaya memenuhi harapan pasien, mutu 

pelayanan kesehatan diukur dengan 3 komponen 

yaitu input (SDM dan infrastruktur) proses 

(kehandalan) serta output (hasil produk yang 

dihasilkan).3 Pada kenyataannya, apabila output 

atau capaian program tidak mencapai dengan 

tepat tujuan bahwa konsumen atau pasien akan 

membuat citra buruk kepada organisasi, banyak 

masyarakat tidak puas yang akan mempengaruhi 

mutu layanan. Puskesmas terdapat beberapa 

program essensial yaitu program yang wajib 

dijalankan salah satunya program gizi 

masyarakat.4 

Program Gizi Masyarakat (PGM) 

merupakan  salah satu  program pokok 

puskesmas  yaitu program  kegiatan yang 

meliputi peningkatan pendidikan gizi, 

penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 

Anemia Gizi Besi (AGB), Kurang Vitamin A 

(KVA), dan masalah zat gizi lebih.5 Beberapa 

hasil studi telah menunjukkan bahwa 

keberhasilan pelayanan kesehatan adalah diawali 

oleh faktor-faktor pendukung sebagai indikator 

dalam keberhasilan program.6 Menurut Molyadi 

& Laksono, bahwa keberhasilan dalam 

pelaksanaan akreditasi puskesmas yaitu 

konsistens dengan capaian program-program 

prioritas pada puskesmas, selain itu perlu 

teridentifikasi secara signifikan faktor-faktor 

penting yang dapat mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan kebijakan akreditasi.7 

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, 

peningkatan kinerja dan penerapan manajemen 

risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di 

Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh 

pihak eksternal dengan menggunakan standar 

yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme 

akreditasi.8 Namun pada saat ini  penilain 

akreditasi puskesmas hanya berfokus pada 

sarana, parasarana, alat kesehatan, SOP dan 

capaian program tidak menjadi prioritas dalam 

penilian tingkat akreditasi.9 

 Studi awal yang telah dilakukan di 

beberapa puskesmas yang akreditasi utama, 

ternyata tidak semua capaian program gizi 

berhasil mencapai target, seharusnya dengan 

adanya sistim akreditasi puskesmas harus 

mampu meningkatkan mutu pelayanan baik 

sesuai standar. Tujuan penelitian ini dilakukan 

adalah untuk mengetahui output mutu layanan 

puskesmas (capaian program gizi) dengan 

tingkat akreditas puskesmas di Provinsi Aceh. 

 
 

METODE 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik 

dengan menggunakan desain cross sectional, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan pada satu waktu 

dan satu kali, tidak ada follow up, untuk mencari 

hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Penelitian dilakukan pada sejak 

Juli – Agustus tahun 2019. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh puskesmas baik yang 

terakreditasi maupun tidak terakreditasi  di 

Provinsi Aceh yaitu sebanyak 348 puskesmas. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder, yaitu laporan capaian program gizi 

puskesmas di Bidang Kesehatan Gizi dan Keluarga 

pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2018. 

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi 

dokumentasi terhadap laporan capaian dengan 

menggunakan capaian indikator indeks kesehatan 

masyarakat (IKM) nasional, antara lain  gizi buruk 

yang mendapatkan perawatan 17%, balita 

ditimbang 68,3%, capaian ASI Ekslusif 47%, 

kasus BBLR 10,2% dan pemberian TTD 30 butir 

98% kemudian membangdingkan dengan capaian  

program yang ada disetiap masing-masing 

Puskesmas. 

Pengolahan data menggunakan 

komputerisasi melalui beberapa tahapan yaitu 

tahapan editing, coding, cleaning data entry dan  

tabulating. Sedangkan bentuk analisis data 

penelitian hanya menggunakan analisis secara 

bivariat dengan uji statistik yang digunakan adalah 

Chi square dan odd ratio test dengan Confidence 
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Interval 95%. Analisis statistik ini menggunakan 

aplikasi komputer yaitu Software Stata versi 13. 
 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data terhadap capaian program 

gizi dengan tingkat akreditasi puskesmas di 

Provinsi Aceh disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari 348 

puskesmas mayoritas puskesmas di Provinsi Aceh 

telah terakreditasi baik akreditasi utama (5,5%), 

akreditasi madya (44,5%), terakreditasi dasar 

(25,0%) dan hanya terdapat sebesar 25,0% 

puskesmas yang belum terakreditasi. Selain itu, 

pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa beberapa 

program gizi di puskemas mempunyai capaian 

yang bagus dalam memberikan pelayanan gizi 

seperti capaian program balita gizi buruk yang 

dirawat, penimbangan balita, dan perolehan ASI 

eksklusif. 

 

Tabel 1. Capaian program gizi terhadap akreditasi puskesmas di Provinsi Aceh 

 

Program Gizi 

Tidak 

Terakreditasi 

Akreditasi 

Dasar 

Akreditasi 

Madya 

Akreditasi 

Utama OR CI: 95% Nilai p 

n % n % n % n % 

Balita gizi buruk dan 

mendapat perawatan             

Tinggi 65 74,7 61 70 76 49 10 47,3 
   

Rendah 18 20,7 18 20,7 63 40,6 9 47,4 2,6 0,87-3,62 0,001 

Tidak Ada Data 4 4,6 8 9,2 16 10,3 0 0 1,7 0,87-3,62 0,100 

Balita Ditimbang                       

Tinggi 77 88,5 72 82,7 121 78,1 13 68,4 
   

Rendah 10 11,5 15 17,2 34 21,9 6 31,6 1,8 1,12-3,13 0,016 

ASI Eksklusif 

Tinggi 62 71,3 60 68 97 62,6 14 73,7 
   

Rendah 24 27,6 23 26,4 45 29 5 26,3 1,1 0,72-1,73 0,620 

Tidak Ada Data 1 1,2 4 4,6 13 8,4 0 0 2,1 0,91-5,18 0,072 

BBLR 

Tidak Ada Kasus 12 13,8 7 8 8 5,2 1 5,3 
   

Rendah 71 81,6 69 79,3 136 89,5 17 84,2 2,3 1,13-4,83 0,025 

Tinggi 2 2,3 5 5,7 6 3,9 0 0 2,1 0,66-6,86 0,201 

Tidak Ada Data 2 2,3 6 6,9 5 3,2 1 5,3 2,2 0,71-7,15 0,169 

 

Balita gizi buruk mendapat perawatan 

Hasil study ini dapat dilihat gambaran 

tentang capaian gizi buruk yang mendapatkan 

perawatan di seluruh puskesmas Provinsi 

Aceh, yaitu ada hubungan antara puskesmas 

dengan program capaian gizi buruk balita yang 

mendapatkan perawatan kategori rendah  

dengan tingkat akeditasi, dimana puskesmas 

tersebut memiliki peluang untuk turun tingkat 

akreditasi sebesar 2,6 kali dibandingkan 

dengan puskesmas dengan kategori tinggi. 

Puskesmas dengan akreditasi utama atau 

madya harus mampu melakukan pencegahan 
gizi buruk di wilayah kerja, sehingga 

puskesmas dengan akreditasi tertinggi dapat 

dibuktikan mutu layanan yang baik. Hasil 

tersebut dapat menggambarkan pelayanan 

puskesmas  yang diberikan kepada masyarakat, 

untuk mengurangi angka gizi buruk di wilayah 

kerja puskesmas. Menurut Saputri, pemerintah 

menetapkan kebijakan yang komprehensif 

yaitu dengan menyediakan PMT bagi balita di 

posyandu.10 

Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan 

anak, negara mengakui hak-hak anak untuk  

menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat 

dicapai serta hak untuk memperoleh sarana 

perawatan penyakit dan pemulihannya.11 Negara 

selalu berupaya mengurangi kematian bayi dan 

anak, pengembangkan perawatan dasar, 

memberantas penyakit dan kekurangan gizi di 

wilayah kerja puskesmas.12  
Gizi buruk di pengaruhi oleh banyak faktor 

yang saling terkait, secara langsung gizi buruk 

dipengaruhi oleh tiga faktor penyebab yaitu, 

kondisi anak, sosial ekonomi dan akses 

pelayanan.13 Beberapa literasi yang ada, jika 

ditemukan kasus gizi buruk pada balita di wilayah 
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kerja puskesmas maka kasus tersebut dianggap 

KLB. 

 

Balita ditimbang 

Salah satu program gizi  di Puskesmas 

adalah Posyandu, dimana salah satu bentuk 

kegiatannya adalah penimbangan balita, 

berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

puskesmas dengan capaian program balita 

ditimbang rendah  ada hubungan dengan tingkat 

akreditasi, dimana puskesmas yang capaian 

penimbangan bayi rendah rendah berpeluang 

hampir dua kali turun tingkat akreditasi. 

Puskesmas dengan capaian balita ditimbang 

rendah dianggap tidak mampu dalam memantau 

tumbuh perkembang balita, hal ini sangat 

dipengaruhi kualitas SDM petugas gizi dalam 

mangajak masyarakat bahwa pentingnya 

pemantauan tumbuh kembang gizi pada balita.4 

Untuk mendukung upaya peningkatan 

kesehatan (preventif) petugas kesehatan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaannya, petugas 

kesehatan puskesmas wajib mensosialisasi 

informasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan 

pada posyandu, dan SDM petugas kesehatan 

sangat mempengaruhi capaian balita di timbang.14 

Penelitian berpendapat bahwa masih banyak 

pemegang program gizi dipuskesmas tidak 

melakukan inovasi pada kegiatan posyandu 

sehingga posyandu dianggap tidak menarik lagi 

disaat ini, akibatnya masih ada capaian balita 

ditimbang rendah. 

 

Capaian ASI eksklusif 

Capaian ASI eksklusif hampir semua 

puskesmas di Aceh mempunyai pencapaian yang 

tinggi, puskesmas dengan capaian program ASI 

Ekslusif rendah tidak menunjukkan hubungan 

dengan tingkat akreditasi dimana puskesmas yang 

capaian ASI Ekslusif rendah berpeluang hampir 1 

kali turun tingkat akreditasi dibandingkan dengan 

puskesmas yang capaian ASI Ekslusifnya tinggi. 

Pentingnya ASI ekslusif pada masa pada 

balita merupakan salah satu cara untuk meningkat 

kesehatan bayi, pemberian ASI yang tidak ekslusif 

sangat mempengaruhi status gizi balita.15,16 Peran 

petugas gizi di puskemas harus mampu 

memberikan sosialisasi tentang pentingnya ASI 

bagi bayi untuk mendukung tumbuh kembang 

optimal. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

merupakan hasil program yang telah terjalin 

dengan baik antara puskesmas dengan stakeholder 

lain seperti lembaga pemerintah dan bagian 

keagamaan.17 

 

Kasus BBLR 

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa 

kasus BBLR mempunyai hubungan dengan 

pencapaian akreditasi puskesmas di Provinsi Aceh. 

Puskesmas yang mempunya kasus BBLR, 

berpeluang 2 kali turun tingkat akreditasi 

dibandingkan dengan puskesmas yang tidak ada 

kasus BBLR. Hal ini searah dengan pendapat 

Akhmad et al., yang menyimpulkan bahwa 

tingginya kasus BBLR di wilayah kerja puskesmas 

dianggap  puskesmas belum mampu menjalan 

program gizi secara maksimal.18 

Anak dengan BBLR terdapat hambatan 

pertumbuhan yang serius dimulai sejak dalam 

kandungan hingga anak berumur dua tahun 

sehingga tidak dapat mencapai berat badan anak 

dengan berat badan lahir normal.19 Keadaan ini 

lebih buruk lagi jika bayi BBLR kurang mendapat 

asupan energi dan zat gizi, pola asuh yang kurang 

baik dan sering menderita penyakit infeksi yang 

pada akhirnya bayi BBLR cenderung mempunyai 

status gizi kurang bahkan buruk.20 Sedangkan 

menurut Nasution et al, menyebutkan bahwa bayi 

dengan status BBLR dapat mengalami kejadian 

gizi buruk seperti kurang gizi dan stunting.21 

Agar dapat menurunkan kasus BBLR di 

wilayah kerja puskesmas, perlu dilakukan 

intervensi panjang oleh seorang petugas gizi 

puskesmas pada ibu hamil dengan cara 

memberikan edukasi tentang asupan pangan saat 

hamil dan pemberian tablet Fe sehingga dapat 

meminimalkan kemungkinan BBLR.21  

 

Pemberian tablet TTD 30 butir 

Hasil penelitian terkait pemberian tabel TTD 

telah diketahui bahwa capaian pemberian TTD 30 

butir tidak terdapat hubungan dengan tingkat 

akreditasi, dimana puskesmas dengan pemberian 

TTD 30 butir dengan capaian  rendah memiliki 

peluang hampir 1 kali turun tingkat akreditasi 

dibandingkan dengan puskemas yang capaian 

tinggi.  

Rendahnya capaian pemberian TTD pada 

ibu hamil, dengan rendahnya capaian program 

pemberian TTD ibu hamil hal ini merupakan salah 
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satu penyebab timbulnya kejadian stunting pada 

waktu yang akan datang.22 Peran petugas 

kesehatan seperti bidan dan petugas gizi 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup 

ibu hamil tanpa mengalami anemia, dan angka 

kematian ibu dapat diturunkan.23 

 

 

KESIMPULAN 

Beberapa capaian program gizi yang 

sangat berkaitan dan mempunyai hubungan 

dengan proses akreditasi puskesmas di Provinsi 

Aceh yaitu capaian program terkait balita gizi 

buruk yang dirawat, capaian ASI eksklusif, dan 

BBLR. Sedangkan pemberian tablet TTD 30 

butir tidak mempunyai hubungan dengan 

akreditasi puskesmas. 

Saran, dalam menciptakan program gizi 

serta pelayanan yang prima dan berkualitas, 

maka puskemas harus mampu meningkatkan 

capaian program sesuai target Pemerintah baik 

sesuai dengan salah indikator yaitu Rencana 

strategi (renstra) dan standar pelayanan 

maksimun (SPM). Selain itu, diharapkan kepada 

tim asesor akreditasi puskesmas untuk dapat 

menggunakan data laporan atau capaian program 

essensial sebagai salah satu point dalam 

penilaian akreditas puskesmas. 
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